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2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon. 1981 Nomor 76 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 
- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, 
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

.- : Menimbang : a. bahwa pemasangan reklame merupakan .salah satu sumber informasi 
yang sangat berguna bagi masyarakat dalam .penentuan pilihan produk­ 
produk sejenis yang ditawarkan oleh produsen; 

b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting untuk membiayai pelak:sanaan pembangunan di Daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi sebagai akibat adanya 
perubahan peraturan perundang- undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b dan huruf c perlu mcmbentuk Peraturan Daerah tentang Pajak 
Reklame; 

BUPATI GIANY AR 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

PAJAK REKLAME 

TENTANG 

PERA TIJRAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

NOMOR 9 TAJilJN 2010 

i 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1991 Nomor 6 
Seri D Nomor V); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentulcan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3684); 

4. Undang - Un~g Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 ); 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah K.abupaten Gianyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. ,- 
3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K.abupaten Gianyar. 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perun.dang - Undangan yang berlaku. 
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gianyar. 
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas 
penyelenggaraan reklame. 

9. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 

10. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat 
pemasangan reklame. 

11. Tim Pembina dan Penertiban Reklame adalah tim dari unsur perangkat 
daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati atas 
permohonan izin penyelenggaraan dan penertiban reklame. 

12. K.as Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 1 

KETENTIJAN UMUM 
\ 

BABI 

Menetapkan: PERA TURAN DAERAH TENT ANG PAJAK REKLAME. 

MEMUTIJSKAN : 

BUP ATI GIANY AR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

Dengan Persetujuan Bersama 



13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD), dengan narna clan dalarn bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga clan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
clan bentuk usaha tetap. 

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan 
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

15. Lehar Biclang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame. 
16. Panjang Bidang Reklarne adalah ukuran horisontal media/ papan 

reklame. 
17. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian 

antara lebar dengan panjang bidang reklame. 
18. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang 

terdapat dalam bidang reklame. 
19. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang mejadi tanggungannya. 

20. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang 
memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku. 

21. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame 
yang diberikan oleh Kepala Daerah. 

22. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang 
digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan 
permohonan penyelenggaraan reklame. 

23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin 
untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah. 

24. Reklarne dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan 
reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton 
atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang 
atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan. 

25. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang 
paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame 
tersebut berdiri. 

26. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang 
paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame 
tersebut berdiri. 

27. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh 
penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dapat ditarik 
kembali oleh penyelenggara reklame apabila masa pajak pemasangan 
telah berakhir .. 



28. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis 
dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. 

29. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar 
perhitungan penetapan besamya pajak reklame. 

30. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ 
biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame 
yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang 
diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

31. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/ standar nilai 
yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan 
pertimbangan ekonomi dan/ atau nilai promotif. 

32. Pajak yang terutang adalah pajak yang barns dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi 
setiap wajib pajak. 

34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan yang menentukan besamya jumlah pajak yang 
terutang. 

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besamya 
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besar sanksi administrasi dan jumlah yang 
masih harus dibayar. 

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang, 

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besamya dengan jumlah kredit jumlah pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak clan/ atau sanksi administrasi 
berupa bunga clan/ atau denda. 

41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 



----- ------ 
----- ---- --- 

Tidak tennasuk Objek Pajak adalah : 
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

Pasal 4 

(6) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga 
tersebut menjadi wajib pajak. 

(5) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang 
pribadi atau badan , wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 
tersebut. 

(4) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan relclame 
di daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Bupati. 

(3) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan relclame. 

( 1) Objek pajak reklame adalah semua penyelengaraan reklame. 

(2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron clan sejenisnya; 
b. Reklame kain; 
c. Reklame melekat, stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan tennasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame suara; 
1. Reklame film/slide; clan 
J· Reklame peragaan. 

Pasal 3 

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan 
reklame. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 



Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai sewa 
reklame. 

Pasal 6 

(5) Hasil perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

(4) Cara penghitungan pajak diperoleh dengan cara mengalikan tarif pajak 
denga nilai sewa. 

(3) Cara penghitungan nilai sewa reklame dihitung berdasarkan lokasi, 
penempatan, jenis, jangka waktu pemasangan dan ukuran media 
reklame. 

( 1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. 
(2) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dihitung dengan 

memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi 
penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media 
reklame. 

Pasal 5., 

DAS AR PENGENAAN, T ARIF DAN 
CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK 

BAB III'- 

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 
ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. reklame yang dfselenggerakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Dae rah; 

e. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin 
keselamatan umum; 

f. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan 
Umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku; dan 

g. tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang 
berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan partai 
atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata­ 
mata tidak mencari keuntungan. 



(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan menggunakan SSPD. 

(I) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah melalui Bendahara 
Penerimaan yang ditunjuk oleh Bupati, dalam jangka waktu paling 
lama 1 x 24 jam. 

Pasal 11 

TATA CARA PEMBA Y ARAN DAN PENAGIHAN 

BABVII 

Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 

Pasal 10 

PENET APAN PAJAK 

BAB VI-' 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan 
rek.lame. 

Pasal 9 ,. 

Masa pajak sama dengan jangka waktu penyelenggaraan rek.lame. 

Pasal 8 

MASAPAJAK 

BABV 

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 7 

WILAYAHPEMUNGUTANPAJAK 
j. 

BABIV 



(3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang. 

(2) Apabila dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaran, Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
mengeluarkan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
tindakan pelaksanaan penagihan pajak. 

(1) Penagihan Pajak dilaksanakan pada saat SKPD diterbitkan. 

Pasal 14 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti 
pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati. 

(1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

Pasal 13 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran dan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 
bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belwn atau 
kurang dibayar. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams 
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belwn atau 
kurang dibayar. 

( 1) Pembayaran pajak muns dilakukan sekaligus. 
i 

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Pasal 12 



Ketentuan lebih Ian.jut mengenai bentuk, Jenis dan formulir yang 
dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 20 

Penunjukan Juru Sita ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 

Pasal 19 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat 
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara 
tertulis kepada Wajib Pajak. 

Pasal 18 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi 
hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan 
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 

Pasal 17 .. 

Apabila pajak terutang yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat P~ Pejabat 
segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 16 

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh 
satu) hari sejak Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka waktu se~ana ditentukan dalam Surat Peringatan atau 
surat lain yang sejenis, jumlah pajak terutang ditagih dengan Surat 
Paksa. 

Pasal 15 



(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 
diterima, sudah harus memberikan keputusan. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, 
SK.PDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 
dengan memberikan alasan yang jelas. 

(1) Bupati karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: 
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD 

yang penerirnaannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang­ 
undangan perpajak.an daerah; 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak 
benar; 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 
bunga. 

Pasal 22 

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETET AP AN 

PAJAK 

BAB IX 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, 
keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ), diatur dengan Peraturan Bupati. 

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. 

PENGURANGM)l, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 21 

BAB VIII 



(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya 
keputusan keberatan. 

Pasal 24 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menunda kewajiban membayar pajak. 

( 4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan keputusan, pennohonan keberatan dianggap dikabulkan. 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal surat pennohonan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterima harus memberikan keputusan. 

(2) Perrnohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan secara tertulis dalambahasa Indonesia paling lama 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT. 
SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak. kecuali apabila 
Wajib Pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk atas suatu : 
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku.rang Bayar (SKPDKB); 
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT); 
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); clan 
e. Surat Ketetapan Pajak Darah Nihil (SKPDN). 

Pasal 23 

KEBERATAN DAN BANDING 

BABX 

(4) Apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan clan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi ~ dikabulkan. 



(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilalrukan dalam waktu 
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak 
dimaksud. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalamjangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 
keiebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
harus memberikan keputusan. 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara 
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : 
a. nama dan alamat wajib pajak; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daeiah (NPWPD); 
c. masa pajak; 
d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan 
e. uraian. 

\ 

Pajak26 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN PAJAK 

BAB XI 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau 
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 
12 ( dua belas) bulan. 

Pasal 25 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai degan 1 (sa.tu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

I 



- 

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak atau kurang 
dibayar setelah lewat wale.tu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD 
diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua 
persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

Pasal 29 

SANKS I ADMINISTRA TIF 

BAB XIII 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan surat peringatan dan/atau surat paksa; atau 
b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak 
pidana dibidang perpajakan daerah. 

Pasal 28 

KADALUW ARSA PENAGIHAN 

BABXII 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang 
pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), 
pembayarannya dilakukan dengan cam memindahbukukan dan bukti 
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

Pasal 27 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
lewat 60 (enam;puiuh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % 
( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
(SPMKP). 



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap clan 
jelas; ... 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
ba.dan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana perpajakan daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
clan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yamg berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangan clan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

(1) Disamping Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Gianyar diberi wewenang khusus untuk melakukan 
penyidikan. 

Pasal 31 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

BAB XIV 

Bupati dan/atau pej~ yang ditunjuk dapat membongkar reklame yang 
dipasang tanpa izin dan atau reklame yang dipasang tidak sesuai dengan 
izin yang telah diberikan tanpa ada ganti rugi kepada pemasang dan biaya 
pembongkaran reklame dimaksud dibebankan kepada pemasang. 

Pasal 30 



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8) dicabut clan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 33 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XVI 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

( 1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (I) 
dan ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah pidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
2 (dua) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. ,, 

Pasal 32 

KETENnJAN PIDANA 

BAB XV 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan clan menyampaikan basil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pi~ dibidang perpajakan daerah sesuai dengan 
ketentuan pefaturan perundang-undangan. 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 9 

A ODE PUTRA NINDIA 

Diundangkan di Gianyar 
pada tanggal I April 2010 
SEKRET ARIS D RAH KABUPATEN GIANY AR 

OK.A ARTHA ARDHANA SUKA WATI 

Ditetapkan di Gianyar, 
pada tanggal I April 2010 

BUPA TI GIANY AR 

Agar setiap o~g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Gianyar. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 34 



Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Reklarne merupakan salah satu sumber informasi yang sangat berguna bagi 

masyarakat dalarn penentuan pilihan produk-produk sejenis yang ditawarkan oleh 

produsen, sehingga pemasangannya perlu diatur guna terciptanya tertib pemasangan 

reklarne. 

Penyelenggaraan reklarne merupakan Objek Pajak Daerah yang merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan 

pembangunan di daerah. 

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Pajak Reklarne sudah tidak sesuai lagi sebagai akibat adanya perubahan peraturan 

perundang - undangan. 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pajak Reklarne. 

I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 
NOM9lR 9 TAHUN 2010 

TENTANG 
PAJAK REKLAME 

-----·--·- 



Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat 

hurufd 

Reklame Melekat atau stiker adalah reklame berbentuk lembaran 

lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, 

dipasang atau digantung pada suatu benda. 

hurufc 

,. 
Reklame Kain/layar adalah reklame yang tujuan materinya jangka 

pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang 

bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk 

plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah 

spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), 

tenda, krey, benner, giant benner dan standing benner. 

hurufb 

Ayat (2) 

hurufa. 
Reklarne papan/billboard adalah reklarne yang terbuat dari papan, 

kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, 
/. 

batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, 

dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara 

digantungkan atau ditempelkan pada bangunan tembok, dinding, 

pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang 

tidak bersinar. 

Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berupa 

gambar dan I tulisan, dengan menggunaka bahan kayu, kertas, 

plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, 

dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara 

digantungkan atau ditempelkan pada benda lain serta menggunakan 

cahaya penerangan untuk memperjelas dan atau memperindah 

penampilan reklame dimaksud. 



Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, 

ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk 

diproyeksikan dan/atau dipancarkan. 

hurufi 

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang 

ditimbulkan dari atau oleh perantara alat. 

hurufh 

huruf g 
Reklame Apung adalah reklame yang diselengggakan di atas 

pennukaan air dengan menggnnakan alat transportasi air yang 

bennotor atau tidak bennotor dan/atau alat lain yang sejenis. 

Reklame Udara adalah reklame yang diselengggakan di udara 

dengan menggunakan halon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang 

sejenis. 

huruff 

Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada 

kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan 

dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara 

dibawa/didorong/ditarik oleh orang, tennasuk didalamnya reklame 

pada gerobak/ rombong, kendaraan baik bennotor ataupun tidak. 

huruf e 

diminta, dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, 

dipasang, digantung pada suatu benda lain, tennasuk didalamnya 

adalah brosur, Ieafleat, dan reklame dalam undangan. 

i 



- 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disert.ai suara. 

i 

hurufj 



Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas, 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 



Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 ' i 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 
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Pasal 34 

Cukup jelas. 

; Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 


